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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan korupsi di 

lingkungan Kepolisian Resor Sikka dalam meningkatkan integritas institusi 

kepolisian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam 

dan studi dokumentasi terhadap anggota Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di 

Kepolisian Resor Sikka. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman 

yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi utama dalam pencegahan korupsi di 

Kepolisian Resor Sikka dilakukan melalui penerapan zona integritas, penguatan 

pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pelibatan 

masyarakat dalam mekanisme pelaporan dugaan korupsi. Namun demikian, upaya 

pencegahan korupsi di Kepolisian Resor Sikka masih menghadapi beberapa 

kendala, terutama kompleksitas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan 

adanya kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan. Oleh karena itu, diperlukan 

penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, 

serta komitmen yang kuat dari seluruh anggota kepolisian untuk menjaga 

integritas institusi.  

This study aims to analyze corruption prevention strategies within the Sikka 

Police Resort to improve the integrity of the police institution. The study used a 

qualitative approach with a descriptive qualitative research type. Data collection 

was conducted through in-depth interviews and documentation studies with 

members of the Corruption Crime Unit (Tipikor) at the Sikka Police Resort. Data 

analysis used the Miles and Huberman model which includes data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the 

main strategy in preventing corruption in the SIKKA Police Resort is carried out 

through the implementation of integrity zones, strengthening internal supervision 

by the Professional and Security Division (Propam), increasing human resource 

capacity through training and certification, and involving the community in the 

reporting mechanism for suspected corruption. However, efforts to prevent 

corruption in the SIKKA Police Resort still face several obstacles, particularly the 

complexity of corruption crimes related to power, authority, and opportunity. 

Therefore, it is necessary to strengthen the supervisory system, improve the 

competence of law enforcement officers, and a strong commitment from all police 

members to maintain institutional integrity.  
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PENDAHULUAN 

Korupsi merupakan salah satu masalah sosial yang telah mengakar dalam berbagai 

aspek kehidupan, baik di ranah pemerintahan, institusi, hingga dalam kehidupan sehari-hari 

(Puanandini et al., 2023). Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) yang 

selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Tipikor Hukum (Pratiwi, 2024). Tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mendefinisikan tindak pidana ini sebagai perbuatan 

melawan hukum yang merugikan perekonomian negara dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan 

masyarakat (Dalimunthe, 2024). 

Tindakan korupsi sering kali dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan 

pribadi (Juliawati, 2024). Namun, dalam kenyataannya, korupsi dapat terjadi dalam bentuk-bentuk 

yang lebih kecil, yang sering kali dianggap sepele, tetapi dapat berdampak besar pada integritas dan 

transparansi di masyarakat (Valentina, 2024). Korupsi merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh 

banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan kewenangan yang diberikan kepada pejabat 

di tingkat lokal kerap kali membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya 

(Rajak et al., 2026). Praktik korupsi di daerah tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan 

negara, tetapi juga berdampak langsung pada mutu pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta 

kesejahteraan masyarakat (Jaya et al., 2020).  

Tingginya praktik korupsi menunjukkan adanya hambatan serius terhadap kemajuan negara, 

termasuk di dalam lembaga penegak hukum seperti Polri. Di Indonesia, praktik korupsi menunjukkan 

tren yang mengkhawatirkan dalam 5 tahun terakhir Data menunjukkan bahwa kasus korupsi di 

berbagai sektor masih marak terjadi, meskipun upaya penegakan hukum terus diperkuat. Data 

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi 

dengan 888 tersangka yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), dengan potensi kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun (Hariyanto et al., 2026). 

Kerugian negara ini meningkat drastis sebesar 885,2 persen dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 

sebesar Rp28,4 triliun (Aminudin et al., 2026). Pada tahun 2022, Polri menangani 138 kasus korupsi 

dengan 307 tersangka, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi 

dengan pendekatan sistematis dan terstruktur (Saronez, 2024).  

Korupsi dalam institusi kepolisian bukanlah fenomena baru. Praktik ini telah mengakar sebagai 

permasalahan struktural yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum 

(Rivialdi, 2025). Berdasarkan data dari Transparency International menunjukkan bahwa nilai Indeks 

Persepsi Korupsi Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada tahun 2023 mencapai skor 34 

dari skala 0–100 dan berada pada posisi 115 dari 180 negara (Wasistha, 2025). Data tersebut 

mengindikasikan bahwa persepsi terhadap praktik korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem 

penegakan hukum, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya integritas serta krisis moral dalam berbagai 

institusi publik (Rozikin et al., 2025). Oleh karena itu, intervensi yang lebih sistematis dan 

berkelanjutan sangat diperlukan dalam memberantas budaya korupsi, terutama di lembaga seperti Polri 

yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat (Pramudya & Wahyudi, 2025).  

Pada tingkat daerah, Kepolisian Resor (Polres) memiliki tanggung jawab besar dalam 

mengimplementasikan kebijakan nasional terkait pencegahan korupsi. Kepolisian Resor Sikka sebagai 

bagian dari struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam 

membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas 

dalam pelaksanaan tugas kepolisian.  
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Sumber : Olahan Peneliti, (2026) 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan 

korupsi di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) Sikka dalam meningkatkan integritas institusi 

kepolisian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan dan 

praktik pencegahan korupsi di institusi kepolisian, khususnya pada tingkat daerah. 

METODE 

Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, makna, 

dan praktik internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja pegawai Kepolisian Kabupaten Sikka. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 25 Februari 2026 bertempat di POLRES SIKKA, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur.  

Target dan Subjek Penelitian  
Target penelitian adalah internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja pegawai, dengan 

subjek penelitian yang ditentukan secara purposive sampling. Subjek penelitian yaitu Unit Tipikor 

(tindak pidana korupsi) 

Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan, meliputi penyusunan instrumen penelitian, pengurusan izin penelitian, dan 

penentuan informan. 

2. Tahap pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap 

kebijakan, pedoman kerja, serta dokumen pendukung terkait internalisasi nilai anti korupsi. 

3. Tahap analisis data, yaitu mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan fokus dan 

tujuan penelitian 

4. Tahap penarikan kesimpulan, berupa perumusan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data 

secara menyeluruh. 

Data dan Instrumen Penelitian 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa 

peraturan, laporan kegiatan, dan dokumen resmi lainnya. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah 

peneliti sendiri yang dibantu dengan pedoman wawancara dan lembar dokumentasi. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan 

studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, 

pengalaman, serta praktik internalisasi nilai anti korupsi dalam budaya kerja pegawai. Sementara itu, 

studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan kebijakan, 

aturan, dan implementasi nilai anti korupsi di lingkungan Kepolisian Kabupaten Sikka. 

Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi 

dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

narasi deskriptif yang sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan memaknai 

temuan penelitian serta mengaitkannya dengan permasalahan yang dikaji. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor) pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sikka. Wawancara dilakukan untuk 

mengetahui strategi yang diterapkan dalam mencegah korupsi di lingkungan kepolisian serta upaya 

penguatan integritas institusi. 
Berbagai strategi telah diterapkan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan kepolisian, 

antara lain melalui penguatan pengawasan internal, penerapan kode etik profesi, transparansi dalam 

pelayanan publik, serta pendidikan dan pembinaan karakter bagi anggota kepolisian. Implementasi 

strategi tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Ridwan & Prayuti, 2025). 
Strategi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kepolisian 

Berdasarkan hasil wawancara, bersama Pak Dwinata Sakti Pratama Ketua Tipikor strategi utama 

yang diterapkan dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan kepolisian adalah penerapan zona 

integritas. Sistem ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel 

di dalam institusi kepolisian. Dalam penerapannya, pengawasan dilakukan baik secara internal maupun 

eksternal.  

Berdasarkan hasil wawancara, anggota yang bertugas di unit tindak pidana korupsi telah 

mengikuti berbagai pelatihan dan bahkan memiliki sertifikasi khusus terkait penanganan kasus 

korupsi. Pelatihan tersebut biasanya dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman 

anggota terhadap perkembangan peraturan dan mekanisme penanganan tindak pidana korupsi. 

Sistem Pengawasan Internal dalam Pencegahan Korupsi 

Sistem pengawasan internal merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya 

korupsi di lingkungan kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan internal dilakukan oleh 

(Propam) yang memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi perilaku anggota Polri. 

Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup seluruh bentuk 

pelanggaran hukum maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Apabila 

ditemukan pelanggaran, maka anggota yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Pengawasan internal dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang memiliki 

tugas untuk mengawasi perilaku serta tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. 

Propam bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi aturan hukum dan 

kode etik profesi. Selain itu, strategi pencegahan juga dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan 

terkait tindak pidana korupsi bagi anggota kepolisian. 

Dalam hal anggota kepolisian melakukan tindak pidana korupsi, maka penanganannya tetap 

mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) serta undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. 

Mekanisme Pelaporan Dugaan Korupsi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam upaya 

pemberantasan korupsi. Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka 

masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak kepolisian melalui mekanisme pengaduan. 

Proses pelaporan dimulai dengan penyampaian laporan kepada Kepolisian Resor Sikka yang 

dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Laporan tersebut kemudian akan diproses melalui tahap 

penyelidikan untuk memastikan apakah benar terdapat unsur tindak pidana korupsi. 

Selain kepada kepolisian, laporan juga dapat ditembuskan kepada Inspektorat Kabupaten 

sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kerja sama antara kepolisian dan lembaga 

pengawas internal pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat proses pengawasan serta penanganan 

kasus korupsi. 

Kendala dalam Pencegahan Korupsi  

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala dalam pencegahan korupsi adalah 

kompleksitas dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Korupsi biasanya terjadi apabila terdapat tiga 

unsur utama yaitu kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan.  

Apabila seseorang memiliki kesempatan tetapi tidak memiliki kewenangan, maka tindak pidana 

korupsi tidak dapat terjadi. Demikian pula apabila seseorang memiliki kewenangan tetapi tidak 
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memiliki kekuasaan, maka potensi terjadinya korupsi juga menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, 

pencegahan korupsi harus dilakukan dengan memperbaiki sistem pengawasan terutama pada tingkat 

pimpinan atau struktur organisasi yang memiliki kewenangan besar. 

Sanksi terhadap Pelaku Korupsi  

Berdasarkan hasil wawancara, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana 

korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi tersebut mengacu 

pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur ancaman pidana 

penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun serta denda yang besarannya dapat 

mencapai ratusan miliar rupiah. Penjatuhan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera 

sekaligus menjadi peringatan bagi anggota lainnya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar 

hukum. 

Pembahasan  

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kepolisian Resor Sikka menunjukkan 

bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya 

pencegahan melalui penguatan sistem integritas institusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

anggota Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), salah satu strategi utama yang dilakukan adalah 

penerapan zona integritas di lingkungan kepolisian. Penerapan zona integritas bertujuan untuk 

membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas kepolisian. 

Konsep ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang 

menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik. Penelitian yang dilakukan oleh Satria (2021)  menunjukkan bahwa penguatan sistem integritas 

merupakan salah satu pendekatan penting dalam kebijakan kriminal untuk mencegah praktik korupsi 

di sektor pelayanan publik. Sistem integritas yang kuat mampu menekan potensi penyalahgunaan 

wewenang oleh aparat negara serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan adanya zona integritas, diharapkan setiap anggota kepolisian memiliki komitmen yang 

kuat untuk menjalankan tugas secara profesional serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi 

menimbulkan korupsi. Selain penerapan zona integritas, strategi pencegahan korupsi juga dilakukan 

melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian. Berdasarkan hasil 

penelitian, anggota yang bertugas di Unit Tindak Pidana Korupsi telah mengikuti berbagai pelatihan 

dan bahkan memiliki sertifikasi khusus terkait penanganan kasus korupsi. Pelatihan tersebut dilakukan 

secara berkala guna meningkatkan pemahaman anggota terhadap perkembangan peraturan perundang-

undangan serta teknik penyelidikan dan penyidikan dalam perkara korupsi. Menurut Randywinata 

(2025) Pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi aparat kepolisian terbukti berperan penting dalam 

membentuk integritas anggota serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif korupsi 

terhadap institusi negara dan masyarakat. 

Hal ini penting mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki tingkat 

kompleksitas tinggi, baik dari segi modus operandi maupun proses pembuktiannya. Dengan adanya 

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi, diharapkan anggota kepolisian dapat 

menjalankan tugas secara profesional dan mampu menangani perkara korupsi secara efektif. Selain itu, 

penguatan kelembagaan dalam penanganan tindak pidana korupsi juga dilakukan melalui 

pembentukan struktur khusus di tubuh kepolisian yang memiliki fokus pada pemberantasan korupsi. 

Menurut Sipayung (2024) keberadaan unit atau korps khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi 

di lingkungan kepolisian dinilai mampu meningkatkan efektivitas koordinasi serta memperkuat sinergi 

antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemberantasan korupsi lainnya.  

Dalam upaya pencegahan korupsi, sistem pengawasan internal juga memiliki peran yang sangat 

penting. Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan internal di lingkungan Kepolisian Resor Sikka 

dilakukan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Propam memiliki tugas untuk mengawasi 

perilaku serta tindakan anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya agar tetap sesuai dengan 

aturan hukum dan kode etik profesi. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi, 

tetapi juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh anggota kepolisian. Komariah (2022) menyatakan bahwa Integritas aparat penegak hukum 

merupakan faktor utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi, karena aparat penegak hukum 
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memiliki peran strategis dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga penegakan hukum terhadap 

pelaku korupsi. 

Dengan adanya pengawasan internal yang ketat, diharapkan setiap anggota kepolisian dapat 

menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila ditemukan adanya 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, maka anggota tersebut akan diproses sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal tindak pidana korupsi, proses penanganannya tetap 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana 

korupsi. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi merupakan bagian dari upaya menjaga integritas 

institusi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam 

mendukung upaya pemberantasan korupsi. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak 

pidana korupsi menjadi salah satu bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan 

penegakan hukum. Partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

dapat meningkatkan transparansi serta mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih 

akuntabel. Menurut Heriyanto (2025) keterlibatan masyarakat dapat membantu aparat penegak hukum 

dalam mengidentifikasi berbagai praktik penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Selain melaporkan kepada pihak kepolisian, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan 

kepada Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kerja sama 

antara kepolisian dan lembaga pengawas internal pemerintah ini bertujuan untuk memperkuat sistem 

pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan efektivitas dalam penanganan 

kasus korupsi. Penelitian oleh Sari et al., (2024) menunjukkan bahwa keberadaan APIP yang kuat serta 

sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif dapat berkontribusi secara signifikan terhadap 

peningkatan kinerja pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. 

Meskipun berbagai strategi pencegahan telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu kendala 

utama adalah kompleksitas dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Korupsi biasanya terjadi apabila 

terdapat kombinasi antara kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan. Ketiga unsur tersebut sering kali 

menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh individu yang memiliki 

akses terhadap pengelolaan sumber daya atau keuangan negara. Dalam praktiknya, seseorang yang 

memiliki kewenangan dan kekuasaan yang besar akan memiliki potensi yang lebih besar untuk 

melakukan penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang kuat. 

Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata, tetapi 

juga memerlukan perbaikan sistem organisasi serta penguatan mekanisme pengawasan terutama pada 

tingkat pimpinan atau struktur organisasi yang memiliki kewenangan besar. 

Selain itu, karakteristik tindak pidana korupsi yang sering dilakukan secara tersembunyi juga 

menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. Modus operandi 

korupsi yang semakin berkembang membuat proses pembuktian menjadi lebih kompleks dan 

membutuhkan kemampuan analisis yang mendalam dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, 

peningkatan kompetensi aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengawasan menjadi faktor 

yang sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 

Dalam hal penegakan hukum, pemberian sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan langkah 

yang penting untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa 

yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak 

pidana korupsi akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sanksi tersebut mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 

yang mengatur ancaman pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun serta 

denda dengan jumlah yang sangat besar. Selain sanksi pidana, anggota kepolisian yang terbukti 

melakukan korupsi juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi etik berupa 

pemberhentian dari institusi kepolisian. Penjatuhan sanksi yang tegas diharapkan dapat menjadi 

peringatan bagi anggota kepolisian lainnya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum 

serta menjaga integritas institusi kepolisian di mata masyarakat. 

SIMPULAN 
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Strategi pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Resor Sikka dilakukan melalui beberapa 

langkah utama, yaitu penerapan zona integritas untuk membangun budaya kerja yang transparan dan 

akuntabel, pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi terkait tindak pidana korupsi, serta keterlibatan 

masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Penerapan strategi tersebut menunjukkan 

bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada 

penguatan sistem integritas institusi dan pembentukan budaya kerja yang profesional.  

Meskipun demikian, upaya pencegahan masih menghadapi kendala, terutama kompleksitas 

tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur kekuasaan, kewenangan, dan kesempatan. Oleh karena 

itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta 

komitmen bersama dari seluruh anggota kepolisian untuk menjaga integritas institusi dan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. 
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